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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 107 
Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat 
antara Jakarta dan Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 
tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta 
dan Bandung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan 
Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916), PP 63 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.6385, TLN No. 6385), Perpres 107 Tahun 2015 
(LN Tahun 2015 No. 222) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 93 Tahun 2021 (LN 
Tahun 2021 No. 232), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 130 Tahun 
2022 (LN Tahun 2022 No. 125), Permenkeu RI 53/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 503), 
Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah 
dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Penjaminan Pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama 
pemerintah oleh menteri keuangan baik secara langsung atau secara bersama dengan 
badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan 
kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka percepatan 
penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. 
Penjaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta 
cepat antara Jakarta dan Bandung dalam Peraturan Menteri ini disediakan dalam rangka 
memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) sesuai 
dengan hasil keputusan Komite. Penjaminan Pemerintah diberikan atas keseluruhan dari 
kewajiban finansial PT KAI terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian Pinjaman. Klaim 
Penjaminan Pemerintah dilaksanakan dalam hal Terjamin selaku penerima Pinjaman 
berada dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansial kepada 
Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2023 dan diundangkan pada 
tanggal 11 September 2023. 

    

    

 


